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Oleh :




Penelitian ini diilhami oleh adanya urgensitas pemekaran desa dalam mendukung peningkatan pemerataan pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Menguatnya urgensitas pemekaran desa  tersebut didasarkan pada peran strategis desa sebagai lembaga pemerintah yang menjadi salah satu leading sector pelayanan publik. Melalui konsep pemekaran desa yang sistematis dan komprehensif diharapkan mampu menghasilkan produk pemekaran desa yang kuat, maju, mandiri dan memiliki akseptabilitas yang tinggi. Sesuai dengan konteks penelitian, maka  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana model pemekaran desa di Kabupaten Tangerang. Kemudian melalui metode deskriptif dan pengumpulan data melalui quesioner, wawancara dan observasi serta analisis terhadap luas wilayah, usia desa, sarana prasarana, transportasi, kependudukan, social, budaya  dan ekonomi diharapkan mampu menghasilkan sebuah model pemekaran desa yang sistematis dan komprehensif serta mampu menghasilkan pemekaran desa yang kuat, maju, mandiri dan memiliki akseptabilitas yang tinggi.

Key Words: Model Pemekaran Desa 
This research is inspired by the urgency of the expansion of villages in support of increasing equity of development, justice, and community welfare. The strengthening of the urgency of the pemekaran of the village is based on the strategic role of the village as a government institution that becomes one of the leading sectors of public service. Through the concept of a systematic and comprehensive division of villages is expected to produce a strong, advanced, self-sustaining and highly acceptable village expansion. In accordance with the research context, then the problem formulation in this research is How to model the expansion of the village in Tangerang District. Then through descriptive method and data collection through quesioner, interview and observation as well as analysis to area, age of village, infrastructure, transportation, population, social, culture and economy are expected to produce a model of systematic and comprehensive division of village and able to produce pemekaran desa Strong, advanced, independent and have high acceptability.
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1.	Latar Belakang Penelitian
Pembentukan Desa sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimaksud tidak saja dalam rangka mempertahankan dan melindungi keberadaan Desa sebagai Volksgemeenschappen, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tetapi lebih jauh lagi untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Dari perspektif peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kedudukan Desa memiliki peran strategis karena bila Desa sebagai Lembaga Pemerintah terbawah mampu menjadi Pemerintah Desa Yang kuat, maju, mandiri dan demokrasi serta mampu membangun masyarakat sejahtera maka akan sangat membantu Pemerintah Nasional, Provinsi dan Daerah dalam mewujudkan Tujuan pembangunan Nasional yaitu membangun masyarakat Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan tujuan Pembentukan Desa bukanlah yang sederhana. Kemajuan teknologi informasi yang demikianpesat, laju pertumbuhan Industri, demokrasi dan Hak Azasi Manusia ( HAM) , persaingan perdagangan dan ekonomi antar Negara, tuntutan percepatan pelayanan public dan ekselarasi Pembangunan di semua sektor kehidupan masyarakat merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Desa.
Belum lagi berbicara terkait keadilan, kesenjangan pembangunan antar wilayah, kemiskinan, pengangguran dan kualitas pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakatnya. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa telah mengatur tentang kebijakan Penataan Desa. Artinya Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 mengatur bila suatu Desa dan berikut Pemerintah Desa sudah tidak efektif dalam melayani masyarakat dan untuk mempercepat pembangunan Desa maka Desa sebagai wilayah administrasi Pemerintahan dapat ditata ulang/ dimekarkan.
Pada pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa diatur, Tujuan Penataan Desa yaitu:
a.	Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
b.	Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,
c.	Meningkatkan kualitas pelayanan public.
d.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan 
e.	Meningkatkan daya saing daerah. 
Desa-desa di Kabupaten Tangerang yang memiliki potensi untuk dilaksanakan penataan Desa/ dimekarkan adalah desa di wilayah Kawasan Perumahan, Pusat Ibukota Pemerintahan, area Industri, perekonomian dan Perdagangan, perbatasan kabupaten dan Desa yang memiliki jumah penduduk padat. Persyaratan dilaksanakan penataan / pemekaran desa disamping adanya prakarsa masyarakat desa, asal usul, kondisi social budaya masyarakat, kemampuan desa dan potensi desa, juga yang dikalah penting yaitu batas usia desa paling sedikit 5 tahun sejak pembentukan, jumlah penduduk paling sedikit 6000 jiwa/600 kk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, social budya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyrakat, memiliki potensi alam. Batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati, sarana dan prasarana pemerintah dan pelayanan public juga tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa.
Penelitian tentang model pemekaran desa diharapkan mampu mengindentifikasikan desa-desa yang memiliki potensi untuk dilaksanakan Penataan desa/ pemekaran desa sesuai dengan peta permasalahan dan persyaratan penataan/ pemekaran desa diatas sesuai dengan kajian akademik dan kebijakan pemerintah serta merekomendasi akan nama-nama desa sehingga bila dilaksanakan kebijakan pemekaran desa mampu mewujudkan tujuan pemekaran desa yaitu mewujudkan pemerintahan desa yang kuat, mandiri dan demokratis serta mampu melaksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

2.	Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan  konteks masalah yang dikaji, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana model pemekaran desa di Kabupaten Tangerang”. Adapun tujuan penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis model pemekaran desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Sedangkan manfaat penelitian ini, adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengambil kebijakan terkait dengan pemekaran dan penataan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.  

3.	Kerangka Pemikiran
Istilah pemekaran wilayah belakangan ini menjadi semakin menarik perhatian, seiring dengan menguatnya era otonomi daerah yang telah bergulir “kencang” sejak tahun 1998 lalu. Itu sebabnya kemudian, pemikiran tentang konsep pemekaran wilayah juga menjadi semakin berkembang. Sejalan dengan konteks tersebut, Effendy (2008: 2) menterjemahkan pemekaran wilayah sebagai suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.
Lebih lanjut Effendy (2008 : 1) menjelaskan berbagai argumentasi tentang pentingnya pemekaran wilayah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, antara lain: pertama, keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terstruktur. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangkan pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi local. Ketiga, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang pilitik dan pemerintahan.
Pada perspektif lain Kumorotomo (2009: 1)   mengemukakan bahwa “Pemekaran merupakan efek samping yang logis dari kebijakan desentralisasi. Cepatnya pertumbuhan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terjadi karena kini lebih banyak sumberdaya yang telah dialihkan oleh pemerintah pusat ke daerah”.
Kemudian terkait dengan konsep desa Suryaningrat (1976 :3) menegaskan bahwa desa merupakan tempat tinggal bersama yang ditimbulkan oleh unsur-unsur sebagai berikut: manusia sebagai makhluk sosial, unsur kejiwaan, alam sekeliling manusia, kepentingan bersama dan bahaya dari luar.
Sedangkan konsep desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat seempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sejalan dengan konteks pemekaran wilayah, Rasyid (1997 : 117) mengemukakan bahwa pemekaran wilayah pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju kemajuan bersama-sama. Pemahaman di atas menunjukkan bahwa pemekaran yang berdampak pada pengembangan organisasi pemerintahan propinsi, kabupaten atau kota termasuk di level pemerintahan desa perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan tetap pada orientasi dalam pencapaian tujuan organisasi di satu sisi dan di sisi lain dapat tercapai kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan tetap mengacu pada akuntabilitas, legitimasi dan transparansi yang kesemua itu merupakan esensi governance atau pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang cenderung bersifat sentralistik dan seragam, mengakibatkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengartikulasikan inisiatif dan keinginan masyarakat. Kondisi tersebut jelas kurang menguntungkan bagi partisipasi aktif dan potensi-potensi lokal yang bersandar pada keragaman desa termasuk menguatnya peran kepala desa dibandingkan dengan lembaga-lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai perwujudan dari perwakilan masyarakat.
Adanya inisiasi untuk memekarkan desa boleh jadi karena penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini dinilai kurang mampu mengakomodasi dan mengadaptasi keinginan masyarakat yang semakin dinamis, sebagai implikasi dari menguatnya proses perubahan sosial di masyarakat. Itu sebabnya, kemudian pemerintah desa di tuntut untuk mengubah pola dan mekanisme sistem pengelolaan desa secara profesional dan proporsional.  Dalam konteks tersebut, proses perubahan sosial pada masyarakat desa dan perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi berimbas pada upaya pengembangan organisasi desa. Pada posisi inilah kemudian dibutuhkan adanya pemekaran desa sebagai manifestasi dari adanya pengembangan organisasi desa. Sejalan dengan konteks tersebut, Bechard (dalam Sutarto, 2000:245) mengemukakan bahwa pengembangan organi-sasi adalah suatu usaha berencana, meliputi organisasi keseluruhan, diurus dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui pendekatan berencana dalam proses organisasi dengan menggunakan pengetahuan dan ilmu perilaku.  
Namun demikian, yang perlu menjadi catatan besar bagi pemerintah adalah bahwa suatu daerah dapat dikatakan lulus menjadi daerah otonom, manakala daerah induk maupun calon daerah yang akan dibentuk mempunyai total skor sama dengan atau lebih besar dari skor minimal kelulusan. Model pemekaran desa yang akan dilakukan jelas harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik filosofis, sosiologis, empiris, yuridis bahkan mungkin pertimbangan politis. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, agar pemekaran desa yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Pada intinya,  muara utama pemekaran desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dengan bersandar pada potensi yang dimiliki pemerintah desa.
Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari pemekaran daerah yaitu :
a.	Peningkatan pelayanan public kepada masyarakat 
b.	Percepatan kehidupan pertumbuhan kehidupan demokrasi 
c.	Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah 
d.	Percepatan pengelolaan potensi daerah 
e.	Peningkatan keamanan dan ketertiban 
f.	Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah  
Dengan bahasa lain, pemekaran desa yang dilakukan sejatinya mampu mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Pemekaran desa jangan hanya didasarkan pada sahwat orang perorang yang kemudian dapat menimbulkan priksi dan konflik diantara warga desa. Itu sebabnya pemekaran desa yang dilakukan, sudah selayaknya berpegang teguh pada aturan serta hasil kajian yang komprehensif sehingga pemekaran yang dilakukan benar-benar dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.
Adapun syarat-syarat pembentukan atau pemekaran suatu desa, menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.	Batas usia desa induk minimal 5 tahun sejak pembentukan 
b.	Jumlah penduduk palingsedikit 6000 jiwa/ 1200 KK
c.	Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah 
d.	Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat 
e.	Memiliki potensi SDA, SDM, dan perekonomian 
f.	Memiliki sarana prasarana untuk pelayanan public
g.	Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya 
h.	Luas Wilayah minimum 3Km 




Gambar : Kerangka Pemikiran
4.	Metode Penelitian
Secara metodologis penelitian ini, menggunakan tiga pendekatan kajian, yakni; pertama, Pendekatan Rasional Menyeluruh (Rational Comprehensive Approach), yang menekankan pada kebijakan yang bersifat menyeluruh dan umum. Kedua, Pendekatan Perencanaan Terpilah (Disjointed Incremental Planning Approach), yang menekankan pada pemecahan masalah secara parsial. Ketiga, Pendekatan Terpilah Berdasarkan Pertimbangan Menyeluruh (Mixed Scanning Planning Approach atau Third Approach) yang merupakan kombinasi antara pendekatan rasional menyeluruh dengan pendekatan terpilah. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif.  Penggunaan  metode desriptif didasarkan pada pertimbangan bahwa metode deskriptif  digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi/gejala, sistem, peristiwa (seseorang, kelompok orang, lembaga/institusi, masyarakat saat ini berdasarkan data dan informasi yang tersedia (Nawawi, 1998). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain; pertama survei sekunder. Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait. Kedua, survei primer. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru/terkini langsung dari lapangan atau obyek kajian dan memperoleh data yang tidak diperoleh pada data intasi/dinas. Adapun cara yang digunakan, antara lain melalui;  Quesioner, wawancara dan observasi.
Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi tujuh aspek yang secara komprehensif dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.	Analisis Luas Wilayah, analisis ini digunakan untuk pendeliniasian (pemetaan/potret) desa – desa yang memiliki potensi penataan desa dari segi klasifikasi luas wilayah yaitu minimal 3km2.
2.	Analisis Usia Desa, analisis ini digunakan untuk melihat usia desa induk dengan melakukan analisis screening desa induk yang umurnya minimal 5 tahun. 
3.	Analisis Sarana Prasarana, Analisis ini dilakukan dengan metode skalogram untuk melihat kelengkapan sarana dan parasan yang dimiliki oleh suatu desa yang ada di Kabupaten Tangerang 
4.	Analisis Transportasi, Analisis ini dilakukan untuk melihat sarana dan prasarana transportasi yang mendukung penataan desa yang tentunya harus di dukung transportasi yang baik untuk memudahkan pergerakan baik orang maupun barang 
5.	Analisis Kependudukan dan Sosial Budaya, digunakan untuk mengklasifikasikan desa – desa yang memiliki jumlah penduduk yangs esuai dengan indikator penataan desa dan melihat kondisi sosial budayanya. 
6.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi, digunakan untuk melihat potensi perekonomian dan kesiapan dana operasional dan penunjang pembangunan sebagai salah satu indikator kesiapan dan kemandirian dalam penataan desa. 
7.	Analitycal Hierarchy Process (AHP)

5.	Hasil Penelitian dan Pembahasan 
               Sesuai dengan kajian teoritik dan metode penelitian yang digunakan, maka secara komprehensif dapat dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut: 
5.1 Analisis Penilaian Luas Wilayah

Analisis penilaian luas wilayah dilakukan untuk mengetahui dari 6 (enam) desa yang berpotensi untuk dimekarkan desa mana yang memiliki nilai prioritas tertinggi dilihat dari luas wilayah yang ada dimana dalam hal ini dilakukan klasifikasi berdasarkan analisis sturges. Analisis strurges dilakukan untuk mengetahui rank atau kelas berdasarkan luas wilayah. untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kelas berdasarkan hasil analisis sturges dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel V.1	Klasifikasi Potensi Pemekaran Desa Berdasarkan Luas Wilayah
No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Ha) 	Klasifikasi
1	Panongan 	Ranca Kelapa	740	Tinggi 
2	Rajeg	Rajeg	600	Rendah 
3	Teluk naga	Tegal Angus	790	Tinggi 
4	Kosambi	Rawa Rengas	680	Sedang  
5	Sindangjaya	Wanakerta	760	Tinggi 
6	Solear	Cikasungka	670	Sedang 
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017 
Keterangan : Menurut klasifikasi sturges
600-663 	: Rendah 
	664-727		: Sedang 
	728-790 	: Tinggi 

              Dengan asumsi bahwa semakin tinggi atau semakin luas wilayah desa maka pada umumnya semakin layah desa tersebut untuk dimekarkan sehingga pemberian nilai skoring untuk menentukan prioritas dapat dilakukan dengan penilaian berikut :                                                                                                                                                                           







                Dari tabel di atas tersebut dapat diketahui bahwa penilaian skoring dapat dilihat pada tabel hasil analisis skoring berikut : 
Tabel V.2	Hasil Penilaian Skoring Berdasarkan Luas Wilayah 
No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (Ha) 	Klasifikasi	Nilai Skoring 
1	Panongan 	Ranca Kelapa	740	Tinggi 	3
2	Rajeg	Rajeg	600	Rendah 	1
3	Teluk naga	Tegal Angus	790	Tinggi 	3
4	Kosambi	Rawa Rengas	680	Sedang  	2
5	Sindangjaya	Wanakerta	760	Tinggi 	3
6	Solear	Cikasungka	670	Sedang 	2
     Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017
 
                Dari hasil analisis diatas terdapat 3 (tiga) desa yang memperoleh nilai skoring 3 dan hanya satu desa yang memperoleh nilai skoring 1. 

5.2 Analisis Penilaian Jumlah Penduduk
             Penilaian skoring jumlah penduduk dimaksudkan untuk mempertegas prioritas pemekaran desa dari beberapa desa yang berpotensi untuk dimekarkan. Sama halnya dengan penilaian skoring pada luas wilayah, dimana pada penilaian skoring jumlah penduduk digunakan dengan memberikan rank atau klasifikasi mengunakan metode sturges. Untuk lebih jelasnya mengenai klasifikasi jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut : 








Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017 
Keterangan : 	12418-16119 	: Rendah 
	16120-19821	: Sedang 
	19821-23522 	: Tinggi 

            Dari hasil klasifikasi dimana diperoleh hanya satu desa yang memiliki klasifikasi tinggi yakni desa raca kelapa dimana desa ini memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan desa-desa lain yang berpotensi untuk dimekarkan. Sedangkan untuk skala prioritas dimana pada umumnya atau pada dasarnya dapat diasumsikan bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka semakin besar potensi suatu desa untuk dimekarkan dikarenakan pembagian luas wilayah harus diimbangi dengan pembagian jumlah penduduk. Sehingga dalam hal ini penilaian skoring diberikan dengan skema seperti pada tabel berikut : 





          Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian skoring dapat dilihat pada tabel hasil analisis skoring berikut : 
Tabel V.5	Hasil Penilaian Skoring Berdasarkan Jumlah Penduduk  
No	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk	Klasifikasi	Nilai Skoring 
1	Panongan	Ranca Kalapa	23522	Tinggi	3
2	Rajeg	Rajeg	13110	Rendah	1




Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017
 
             Dari hasil skoring hanya satu desa yang memperoleh nilai 3 (tiga) yaitu desa Ranca Kalapa. 


5.3 Analisis Penilaian Sarana dan Prasarana 
              Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dimana analisis skologram yang telah dilakukan diperoleh nilai hirarki pada masing-masing desa yang berpotensi untuk dimekarkan. Dimana hirarki tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing desa. Sehingga dalam hal ini tidak diperlukan lagi adanya analisis sturges untuk pengklasifikasian, namun dalam penilaian skoring dimana diasumsikan bahwa semakin tinggi hirarki maka semakin tinggi sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu desa, maka nilai skoring yang diberikan akan semakin tinggi sehingga skema pemberian nilai skoring sebagai berikut :
 






            Berdasarkan skema skoring diatas maka penilaian sarana dan prasaran pada desa-desa yang berpotensi untuk dimekarkan dapat dilihat pada tabel berikut : 









Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017 
Keterangan : hirarki 1 merupakan hirarki paling tinggi dalam analisis skologram dimana hirarki satu merupakan desa yang memiliki sarana dan prasarana paling lengkap dibandigkan yang lainnya 


5.4 Analisis Penilaian Akses Transportasi 
              Pada dasarnya semua desa yang berpotensi untuk dimekarkan sudah terlayani oleh jaringan transportasi yang menghubungkan ke wilayah lainnya. Dalam skema pemberian nilai skoring untuk akses transportasi dilihat dari tingkat keragaman jaringan jalan dan rencana jaringan jalan pada desa tersebut. dimana dengan asumsi semakin banyak rencana yang akan dikembangkan pada suatu desa maka semakin layak desa tersebut untuk dimekarkan. Dengan asumsi tersebut maka dapat diperoleh penilaian skoring berikut : 

Tabel V.8	Hasil Penilaian Skoring Berdasarkan Akses Jaringan Jalan   
No	Kecamatan	Desa	Jaringan Jalan 	Nilai Skoring
1	Panongan	Ranca Kalapa	Jalan Lokal Row 14-20, Jalan Kolektor Row 26 Rencana Jalan Tol,	2
2	Rajeg	Rajeg	Jalan Lokal Row 14-20 Jalan Kolektor Row 26 Rencana Jalan Row 30, 	2
3	Teluk Naga	Tegal Angus	Jalan Lokal Row 14-20 Jalan Kolektor Row 26 Rencana Jalan Tol	2
4	Kosambi	Rawa Rengas	Jalan Lokal Row 14-20 Jalan Kolektor Row 26	1
5	Sindang Jaya	Wanakerta	Jalan Lokal Row 14-20 Jalan Tol Rencana Jalan Row 14-20, Rencana Jalan Row 26, Rencana Jalan Row30, Rencana Jalan Tol, Rencana MRT, 	3
6	Solear	Cikasungka	Jalan Kolektor Primer, Jalan Kolektor Row 26, Jalan Lokal 14-20 Rel Kereta Api	3
    Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017
 
            Dari hasil analisis diatas dimana Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya merupakan desa yang memiliki rencana jaringan jalan yang komplek atau beragama sehingga nilai skoring yang diberikan tinggi. dengan asumsi bahawa semakin banyak jaringan transportasi maka semakin mudah akses pada wilayah tersebut. 


5.5 Hasil Penilaian Skoring
           
               Hasil penilaian skoring untuk desa-desa yang berpotensi untuk dimekarkan berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada tabel hasil skoring berikut : 


Tabel V.9	Hasil Penilaian Skoring Potensi Pemekaran Desa 
No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah 	Jumlah Penduduk 	Sarana dan Prasaranan  	Akses 
1	Panongan 	Ranca Kelapa	3	3	1	2
2	Rajeg	Rajeg	1	1	1	2




Sumber: Hasil Analisis Tahun 2017


5.6 Analisis Nilai Pembobotan 
             Analisis AHP dilakukan untuk menilai skala prioritas dari masing-masing item penilian yang dilakukan. Analisis ini digunakan dengan program expert choice dimana dari wawarancara yang dilakukan pada bidang keahlian menghasilkan nilai bobot untuk pemekaran desa yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel V.10 Nilai Bobot
No 	Variabel Penilian 	Bobot Nilai 
1	Luas Wilayah 	0,66
2	Jumlah Penduduk 	0,22
3	Sarana dan Prasaran 	0,07
4	Akses 	0,05
Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

             Dari hasil AHP diperoleh bahawa tingkat kepentingan dalam melakukan pemekatan desa merupakan variabel luas wilayah dimana luas wilayah menjadi aspek paling penting dan nilai paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Dari hasil penilaian maka dilakukan komper dengan nilai pembobotan untuk menghasilkan nilai skala prioritas dimana hal tersebut dilakukan dengan tabel berikut: 
Perhitungan : Nilai Skoring X Nilai Bobot 

Tabel V.11 Penilaian Skala Prioritas







Sumber : Analisis Tahun 2017 

             Dari penilaian skoring dan penilaian pembobotan maka menghasilkan nilai prioritas yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel V.12 Hasil Penilaian Skala Prioritas







            Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017
Keterangan : 
Nilai Tertinggi : 1,89-2,38
Nilai Sedang : 1,37-1,87
Nilai Rendah : 0,85-1,36

             Dari hasil analisis yang dilakukan maka menghasilkan prioritas desa yang berpotensi untuk dimekarkan meliputi :
Prioritas 1	: 1. Desa Wanakerta 
	  2. Desa Ranca Kelapa 
	  3. Desa Tegal Angus  
Prioritas 2	: 1. Desa Cikasungka 
	  2. Rawa Rengas 
Prioritas 3	: 1. Desa Rajeng  
              Berdasarkan analisis di atas, maka terdapat 3 (tiga) desa yang menjadi prioritas pertama untuk dilakukan pemekaran dimana Desa Wanakerta merupakan desa yang paling berpotensi untuk dilakukan pemekaran. Desa ini memiliki nilai tertinggi dari segi Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk yang memadai sedangkan untuk Sapras dan Akses memperoleh nilai yang sedang dibandingkan desa lainnya. Sedangkan desa prioritas 3 yakni Desa Rajeng merupakan desa yang memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan desa lainnya yang berpotensi untuk dimekarkan.  

6. Kesimpulan dan Saran
6.1	Kesimpulan
            Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap penataan desa dimana Kabupaten Tangerang pada umumnya merupakan wilayah yang terdiri dari 29 Kecamatan dengan jumlah desa mencapai 246 desa. Berdasrkan hasil kajian yang dilakukan meliputi : 
A. Luas Wilayah 
















               Luas wilayah menjadi penilaian yang pertama kali dilakukan karena dapat menjadi penilaian mutlak terhadap pemekaran desa dibandingkan penilian lainnya dimana perubahan luas wilayah menjadi hal yang sulit untuk terjadi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya, ekonomi dan sarana prasarana yang dapat tumbuh berkembang. 

B. Jumlah Penduduk  
             Jumlah penduduk menjadi penilain saat ini dimana dari 15 desa yang layak untuk dimekarkan berdasarkan luas wilayah dilakukan penilaian jumlah minimal penduduk pada masing-masing desa. Dimana dalam hal ini dapat dilihat bahawa desa-desa yang berpotensi dimekarkan berdasarkan luas wilayah sudah layak atau belumnya dilihat dari segi jumlah penduduk dikarenakan pemekaran tidak hanya membagi luas wilayah administrasi namun membagi jumlah penduduk yang ada pada desa tersebut. berdasarkan kajian jumlah penduduk dari 15 desa yang ada hanya terdapat 6 desa yang layak atau berpotensi untuk dimekarkan dengan jumalah penduduk diatas 12.000 jiwa. Meliputi : 
1.	 Desa Ranca Kalapa, 
2.	Desa Rajeg, 
3.	Desa Tegal Angus, 
4.	Desa Rawa Rengas, 
5.	Desa Wanakerta, 
6.	Desa Cikasungka.
           Dari enam desa tersebut kemudian dilakukan penilain untuk aspek-aspek lainnya seperti aspek transportasi, aspek sarana dan prasana dst. 
Hasil penilaian skoring dan pembobotan dari 6 desa yang saat ini dinilai berpotensi untuk dimekarkan diperoleh skala prioritas desa mana yang memiliki potensi paling tinggi untuk dimekarkan saat ini yakni : 
Prioritas 1	: 1. Desa Wanakerta 
	  2. Desa Ranca Kelapa 
	  3. Desa Tegal Angus  
Prioritas 2	: 1. Desa Cikasungka 
	  2. Rawa Rengas 
Prioritas 3	: 1. Desa Rajeng  

6.2 Saran
           Hasil kajian yang telah dilakukan dan menghasikan kesimpulan dimana diperoleh beberapa rekomendasi pengembangan dalam kajian penataan desa, ada pun hal yang dapat menjadi rekomendasi meliputi : 
1.	Dari hasil analisis yang dilakukan dimana desa yang diusulkan untuk dilakukan pemekaran harus berdasarkan skala prioritas yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis hal ini dikarenakan desa tersebut dinilai lebih berpotensi untuk dimekarkan saat ini dibandingkan dengan desa lainnya yang ada di Kabupaten Tanggerang 
2.	Dari sarana dan prasarana yang ada dimana sarana kesehat masih menjadi sarana yang paling minim terseida di desa-desa yang ada di Kabupaten Tanggerang khusunya bagi desa yang berpotensi untuk dimekarkan. Sebelum dilakukan pemekatan tentunya dapat dilakukan dengan pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana minimal terlebih dahulu seperti ketersediaan puskesmas pembantu. 
3.	Dari segi akses jaringan jalan dimana desa-desa yang memiliki potensi untuk dimekarkan secara menyeluruh sudah terlayani oleh jaringan kolektor dan jaringan lokal namun jaringan jalan lokal yang ada dan dapat dilihat pada peta jaringan jalan perkecamatan yang ada pada BAB IV masing sangat terbatas sehingga dalam hal ini diperlukan penambahan jaringan jalan lokal maupun kolektor untuk mempermudah akses terhadap wilayah lain baik antar desa maupun anatar kecamatan. Selain dari pada ini akses-akses jalan kolektor yang melintasi desa-desa yang berpotensi untuk dimekarkan diperlukan adanya moda angkutan umum yang melintas dalam mendukung pergerakan masyarakat menjadi lebih mudah. 
4.	Dalam hal segi pendanan sebelum melakukan program pemekaran tentunya pemerintah daerah harus lebih dahulu memperhitungkan dan mengalokasikan dana APBD untuk desa baru. Sehingga program pemekaran desa dapat berjalan dan desa dapat beroprasional dengan baik. 
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